PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA ATAS EKSPLOITASI








Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan 
sebagai berikut: 
Setiap anak mempunyai hak-hak dasar yang harus dilindungi dan orang tua 
sebagai pihak yang mengasuh anak mempunyai kewajiban serta tanggung jawab 
dalam memenuhi hak anak dan melindungi anak tersebut. Hak-hak anak dan 
kewajiban serta tanggung jawab diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. Orang tua yang menjadikan anaknya sebagai sarana untuk 
mendapatkan penghasilan dapat dikategorikan sebagai tindakan eksploitasi anak 
yang mana dilarang oleh hukum. 
Aturan yang mengatur larangan beserta dengan sanksi dalam melakukan 
eksploitasi anak dapat dilihat dalam pasal 76I dan pasal 88 Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak. Bentuk pertanggungjawaban pidana orang tua 
yang mengeksploitasi anaknya secara ekonomi hanya sebatas pada pemberian 
rehabilitasi. Pada prakteknya, penerapan sanksi bagi pelaku eksploitasi anak 





melakukan upaya penanganan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi 
yang meliputi 4 (empat) aspek, yaitu aspek yuridis, aspek psikologis, aspek medis, 
dan aspek sosial.  
B. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam pertanggungjawaban pidana 
orang tua atas eksploitasi anak sebagai pengemis di jalan adalah: 
Pemerintah, lembaga yang berwenang dan masyarakat perlu melakukan 
sosialisasi ke seluruh masyarakat Indonesia agar masyarakat memahami tentang 
eksploitasi anak dan mengenali tindakan-tindakan yang menjurus pada terjadinya 
eksploitasi anak, serta perlu meningkatkan rasa kepedulian terhadap anak yang 
menjadi korban eksploitasi secara ekonomi dan rasa peduli terhadap sesama. 
Aparat penegak hukum seharusnya dapat menerapkan sanksi bagi pelanggar sesuai 
dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang. Orang tua sebagai pihak yang 
berperan banyak dalam kehidupan anak seharusnya lebih ditingkatkan lagi 
kesadarannya supaya tidak menjadikan anak sebagai sarana untuk mendapatkan 
penghasilan. Sanksi yang diberikan kepada pelaku eksploitasi anak seharusnya 
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